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Abstrak
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan tentang pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung. Sejak diberlakukannya kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos pada tahun 2012, jumlah pendapatan dari sektor pajak hotel atas rumah kos masih rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak dari sektor lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini cocok untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung secara mendalam dan komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini disebabkan karen kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penunjang, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membauar pajak. Untuk mengatasi hal itu, maka BPPD Kota Bandung melakukan penerbitan NPWP jabatan, sosialisasi yang intens, berkoordinasi dengan aparat kewilayahan dan juga penerapan sanksi yang tegas kepada pemilik rumah kos yang tidak taat dalam membayar pajak.
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Abstract


This study discusses the implementation of policies on tax collection of hotels on boarding houses in the city of Bandung. Since the introduction of hotel tax collection policy on boarding houses in 2012, the amount of income from the hotel tax sector on boarding houses is still low compared to tax revenues from other sectors. This reflects that the implementation of hotel tax collection policy on boarding houses in Bandung is still not optimal and still needs to be improved.


The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of hotel tax collection policies on boarding houses in Bandung, the factors that cause not optimal implementation of tax collection policies on hotels in the boarding house in Bandung and the strategy undertaken to overcome obstacles in implementing tax collection policy hotels over boarding houses in the city of Bandung.


This research uses descriptive method with qualitative approach. The use of this method is based on the consideration that this method is suitable to analyze the implementation of hotel tax collection policy on boarding house in Bandung in depth and comprehensive.


The results showed that the implementation of hotel tax collection policy on boarding houses in the city of Bandung is still not optimal. This is due to lack of human resources, lack of supporting facilities, and lack of knowledge and public awareness in tax hazard. To overcome this problem, BPPD Bandung made publication of NPWP position, intense socialization, coordination with regional apparatus and also the imposition of strict sanction to the owner of boarding house that disobey in paying tax.
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